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ABSTRAK

Presidential Threshold pada pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun
2024 mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Pasal 222 yang menyebutkan “Pasangan Calon diusulkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional
pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Kebijakan ini menetapkan batas yang
harus dilalui oleh partai atau koalisi untuk mencalonkan kandidat mereka, yang
secara substansial membatasi akses bagi banyak calon presiden dan wakil presiden.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
(normative legal research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan
untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema
penelitian, pendekatan analisis konsep hukum (analytical & conceptual approach)
yang berfokus pada studi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang
hukum, pendekatan sejarah (historical approach) yang melibatkan penelaahan latar
belakang dan perkembangan materi yang diteliti, pendekatan kasus (case approach)
diterapkan untuk mendalami lebih lanjut permasalahan yang sedang diteliti.
Sumber data dalam penelitian ini mencakup data sekunder, yang diperoleh melalui
studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Penulis mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang
dapat menerangkan bagaimana dampak penerapan Presidential Threshold yang
merugikan hak-hak partai politik pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024
dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold pada
pemilihan umum presiden tahun 2024 telah memberikan dampak negatif terhadap
hak-hak partai politik di Indonesia yakni terbatasnya hak konstitusional partai
politik sebagai peserta pemilu dalam hal mengusulkan calon Presiden dan Wakil
Presiden, terhalangnya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan
Wakil Presiden dan timbulnya ketidakadilan di kalangan partai politik, dapat dilihat
dari terdapat lima belas partai politik yang tidak dapat mengusulkan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024. Pembentuk
peraturan perundang-undangan dalam hal ini Presiden dan DPR sudah seharusnya
menjadikan Presidensial Threshold menjadi 0% atau dihapuskan dan membentuk
Lembaga pengawas partai politik yang fungsinya untuk menyeleksi partai politik
dalam hal memperhatikan ideologi partai politik dan memperhatikan ideologi partai
politik peserta pemilihan umum, hingga nantinya meskipun ambang batas menjadi
0% tetap menciptakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas dan
terverifikasi dengan baik.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilu 2024.
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ABSTRACT

The Presidential Threshold in the 2024 presidential general election refers to the provisions
in Law Nomor 7/2017 on General Elections Article 222 which states “Candidate Pairs are
proposed by Political Parties or Joint Political Parties participating in the Election that meet
the requirements of obtaining at least 20% (twenty percent) of the total number of seats in
the DPR or obtaining 25% (twenty-five percent) of the national valid votes in the previous
DPR elections”. This policy sets a threshold that parties or coalitions must pass to nominate
their candidates, substantially limiting access for many presidential and vice presidential
candidates.

The type of research used is normative legal research. The approaches used in this research
include a statute approach which is used to analyze laws and regulations relevant to the
research theme, an analytical & conceptual approach which focuses on the study of views
and doctrines that have developed in the field of law, a historical approach which involves
examining the background and development of the material under study, and a case
approach which is applied to further explore the issues under study. The data sources in this
research include secondary data, which are obtained through literature studies. The data
analysis used is descriptive qualitative. The author describes the presentation of the results
of the analysis, drawing conclusions that can explain how the impact of the application of
the Presidential Threshold is detrimental to the rights of political parties in the 2024
Indonesian Presidential General Election from general to specific.

The results of this study indicate that the application of the Presidential Threshold in the
2024 presidential general election has had a negative impact on the rights of political parties
in Indonesia, namely the limited constitutional rights of political parties as election
participants in terms of proposing candidates for President and Vice President, the
obstruction of the right to nominate themselves as candidates for President and Vice
President and the emergence of injustice among political parties, as can be seen from the
fifteen political parties that cannot propose pairs of candidates for President and Vice
President in the 2024 general election. The legislators, in this case the President and the
DPR, should make the Presidential Threshold to 0% or be abolished and form a political
party supervisory institution whose function is to select political parties in terms of paying
attention to the ideology of political parties and paying attention to the ideology of political
parties participating in general elections, so that later even though the threshold becomes
0%, it still creates quality and well-verified Presidential and Vice Presidential elections.

Keywords: Presidential Threshold, Political Parties, 2024 Election
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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqgarah: 286)

“The world is so big. There's no need to be stuck in a singular way of thinking. Do

whatever you want, without any regrets”

(Jaehyun NCT)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead.”

(Mark Lee NCT)

“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually
becoming that, that things so i feel like just Being in the process itself is a prize and so
you shouldn’t think of it as hard way and Even if you do get stressed out you should think

of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it’s that precious”

(Mark Lee NCT)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya
disebut UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah
negara Hukum.' Konsep ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan
hanya pada kekuasaan belaka. Prinsip negara hukum ini menjadi landasan
fundamental yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak
asasi manusia bagi seluruh warga negara. Menurut Jimly Assihiddigie, negara
hukum mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban
bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum
(above the law)>. Seorang ahli hukum Inggris, Albert Venn Dicey,
mengemukakan tiga unsur utama negara hukum (rule of law) yaitu:
1. Kedaulatan tertinggi dalam negara adalah hukum (supremacy of
law).
2. Kedudukan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum
(equality before the law).

3. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi

(constitution based on individual rights)

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi
Press 2005), him. 65.



Melihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey
tersebut, bahwasannya unsur utama yang harus ada dalam sebuah negara hukum
adalah supremasi hukum (supremacy of law) yang mana setiap perbuatan dan
tindakan warga negara dan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum
yang berlaku dan hukum tersebut harus dijadikan sebagai kekuatan utama
dalam sebuah negara hukum. Hukum sendiri dibentuk oleh sebuah lembaga
yang diberikan kewenangan oleh negara yang didasarkan pada kedaulatan
rakyat yang mana tujuannya untuk menjamin kedaulatan dan kesejahteraan
rakyat. Di Indonesia sendiri konsep kedaulatan rakyat tertuang dalam konstitusi
yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang
dasar®. Pemilithan umum yang demokratis merupakan bentuk implementasi
dari konsep kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dapat direalisasikan melalui mekanisme
pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil yang mana rakyat memegang
kedaulatan tertinggi dengan mengejawantahkan haknya untuk menentukan arah
kepemimpinan dan kebijakan negara.

Kemudian persamaan di hadapan hukum (equality before the law)
merupakan unsur kedua yang harus ada dalam negara hukum menurut Albert
Venn Dicey, dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di
hadapan hukum tanpa memandang status sosial dan jabatan serta diskriminasi.

Hal tersebut diatur dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang

3 Ibid., Pasal 1 ayat (2).



berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya™ dan diatur pula di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945
yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.®
Kemudian unsur penting yang harus ada dalam negara hukum selanjutnya
menurut Albert Venn Dicey adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia (protection of human rights) atau (constitution based on
individual rights), yang mana hak-hak setiap individu harus dilindungi oleh
konstitusi dan negara, hal mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia ini terdapat dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 A sampai Pasal 28]
UUD NRI 1945.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem
pemerintahan presidensial sebagaimana yang tercermin dalam UUD NRI 1945
pasca amendemen sebagai konstitusi negara. Sistem pemerintahan presidensial
ditandai dengan posisi presiden yang kuat sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa
jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang
sama sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang
berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk

4 Ibid., Pasal 27 ayat (1).

5 Ibid., Pasal 28 D ayat (1).



satu kali masa jabatan™®. Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa sistem
presidensial yang diterapkan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik
dengan menggunakan sistem checks and balance yang kuat antara eksekutif,
legislatif, dan yudikatif, dengan tetap mempertahankan efektivitas
pemerintahan.” Moh Mahfud MD menegaskan bahwa pilihan sistem
presidensial yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini
merupakan hasil dari pembelajaran sejarah politik Indonesia, di mana stabilitas
pemerintahan menjadi pertimbangan utama.®! Kemudian Saldi Isra dalam
analisisnya juga menegaskan bahwa penguatan sistem presidensial pasca
reformasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif namun tetap
demokratis.’

Penerapan sistem presidensial di Indonesia sendiri tentunya tidak
terpisahkan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Sebagai negara,
demokrasi pemilu merupakan salah satu aspek penting yang berfungsi sebagai
pemenuhan terhadap tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat,
keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur.'

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-

6 Ibid., Pasal 7.

7 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
him. 21.

8 Mohammad Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him.
14.

% Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem
Pemerintahan Presidensial, (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 35.

10 Abdul Mukhtie Fajar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi, (Malang:
Setara Press, 2018), him.1.



Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Selanjutnya disebut UU
Pemilu), yang mana undang-undang tersebut mengatur mengenai Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Amendemen UUD NRI
1945 telah mengubah secara fundamental sistem pemilihan presiden di
Indonesia, perubahan tersebut terlihat dari proses pemilihan presiden dan wakil
presiden yang awalnya dipilih oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh
rakyat, hal tersebut merupakan upaya demokratisasi dan bentuk penguatan
sistem presidensial. Sejak tahun 2004 hingga sekarang pelaksanaan pemilihan
presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui
pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu, dalam hal ini rakyat
memiliki hak dominan dalam menentukan siapa dan bagaimana pemerintahan
akan berjalan, sehingga pemilu menjadi salah satu cara dalam mewujudkan
sistem demokrasi yang mana pilihannya berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan
dilaksanakan oleh rakyat sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat.

Sebelum rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang akan
dipilih dalam pemilu terlebih dahulu partai politik akan menyeleksi bakal calon
presiden dan wakil presiden yang nantinya akan diusung untuk dipilih dalam
pemilu dengan memiliki syarat ambang batas yang harus dipenuhi yaitu
persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau

memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dalam pemilu DPR sebelumnya

11 Tika Puspita Sari, Yati Sharfina Desiandri, “Politik dan HAM: Analisis Yuridis
Regulasi Presidential Threshold Pemilihan Calon Presiden dan di Indonesia,” Politica: Jurnal
Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol, 10:2 (Desember 2023), him. 165.



yang kemudian pengaturan tersebut disebut dengan Presidential Threshold atau
ambang batas pencalonan.'? Setiap calon presiden dan wakil presiden harus
diusung melalui partai politik, sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD
NRI 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dengan begitu presidential
threshold atau ambang batas tidak ditetapkan secara eksplisit dalam UUD NRI
1945.

Namun sejak berlakunya UU Pemilu, yang mengatur tentang pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, yang mana dalam UU
Pemilu masih banyak mengadopsi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden salah satunya, yaitu masih terdapat
pengaturan terkait presidential threshold atau ambang batas bagi partai politik
untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Hal tersebut tentunya menimbulkan
kontroversi dan perdebatan, karena ambang batas yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 222 tersebut dinilai tidak menjabarkan apa yang dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 dan malah merumuskan norma baru.
Penjelasan dalam Pasal 6A ayat (2) Amendemen UUD NRI 1945, yaitu setiap
partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama

untuk bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, akan tetapi

12 1bid., him. 166.



dengan adanya ketentuan ambang batas telah dianggap telah menghilangkan
konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kontestasi politik, terutama partai
politik baru dikarenakan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut membatasi
kesempatan bagi partai politik untuk maju dalam pencalonan presiden dan wakil
presiden karena terhalang dengan pengaturan threshold atau ambang batas.
Dengan demikian partai politik baru harus berkoalisi atau bergabung dengan
partai politik lain untuk dapat memenuhi ambang batas yang berlaku, secara
logika partai politik baru peserta pemilihan umum akan tersandera dengan
berlakunya ketentuan ambang batas tersebut.”® Oleh karena itu, hak pencalonan
partai politik baru yang belum memiliki kursi di lembaga legislatif dalam hal
ini DPR akan terbuang. Hal ini tentunya melanggar hak-hak partai politik di
Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik) yang
menyebutkan bahwa setiap partai politik memiliki hak untuk mendaftar dan
menjadi peserta pemilihan umum. ** Pada pemilihan umum presiden tahun 2024
terdapat 15 partai politik yang tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan
Wakil Presiden karena tidak memiliki suara kursi di DPR dengan begitu tidak
dapat berkoalisi untuk memenuhi ambang batas 20% atau 25% pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu adanya ketentuan ambang batas terhadap partai politik dapat

menghambat peluang bagi anak bangsa potensial yang dikehendaki oleh rakyat

13 1bid.

14 pasal 8.



untuk maju sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden karena
terhambat tidak adanya dukungan dari partai politik yang memenuhi ambang
batas pencalonan.’> Kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan
hak yang sangat krusial dalam sebuah negara demokrasi tidak terlepas juga hak-
hak politik seharusnya dijunjung di dalam konsep negara demokrasi.
Persyaratan terkait ambang batas ini sendiri dianggap kontroversi oleh kalangan
pengamat politik karena dapat menghambat partisipasi politik dan hak
konstitusional masyarakat karena membatasi kesempatan bagi calon presiden
dan wakil presiden yang tidak memiliki dukungan dari partai politik atau elite
politik, maka dengan begitu tidak adanya kesempatan pencalonan presiden dan
wakil presiden dengan cara independen.*®
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik

untuk meneliti dalam sebuah skripsi berjudul Analisis Dampak Sistem
Presidential Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik Dalam Pemilihan
Umum Presiden Indonesia Tahun 2024.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem Presidential Threshold pada pemilihan

umum presiden 20247

15 Novaldy Azimi, “Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold dalam Pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia,” Skripsi
Universitas Islam Negeri Sultas Kasim Riau (2023), him. 13.

16 Tika Puspita Sari, Yati Sharfina Desiandri, “Politik dan HAM: Analisis Yuridis
Regulasi Presidential Threshold Pemilihan Calon Presiden dan di Indonesia,” Politica: Jurnal
Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol, 10:2 (Desember 2023), him. 167.



2. Bagaimana dampak Presidential Threshold terhadap hak-hak partai
politik di Indonesia Pada Pemilihan Umum Presiden 20247
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem Presidential
Threshold pada pemilihan umum presiden 2024.pendekatan
b. Untuk mengukur bagaimana dampak penerapan sistem Presidential
Threshold terhadap hak-hak partai politik di Indonesia pada
Pemilihan Umum Presiden 2024
2. Kegunaan
Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk
pembaca maupun peneliti antara lain:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat berupa
kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan terkait peraturan pemilu,
khususnya bagaimana analisis penerapan sistem Presidential
Threshold dan dampak penerapan Presidential Threshold yang
merampas hak-hak partai politik dalam pemilu presiden Indonesia
tahun 2024. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan
menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan informasi bagi kalangan
akademisi lainnya yang akan melaksanakan pengkajian terhadap

ruang lingkup yang sama.



b. Kegunaan Praktis
Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai
referensi teoritis hukum bagi perancang perundang-undangan
(legislative drafter) dalam membentuk perundang-undangan pemilu
berikutnya, terutama perihal perlukah adanya Presidential Threshold
dalam sistem pemilu di Indonesia. Bagi partai politik, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan
hukum terkait Presidential Threshold yang diatur oleh pembentuk
undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum,
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka
pemahaman mengenai desain pemilu Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam Penelitian ini menggunakan enam literatur yang terdiri dari skripsi

dan Jurnal penelitian yaitu:

Dalam penelitiannya Prastika Mayangsari dengan judul “Dampak
Penerapan Presidential Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik di
Indonesia dalam Perspektif Figih Siyasah”, membahas bagaimana
dampak penerapan Presidential Threshold terhadap hak-hak partai politik
di Indonesia dengan melihat bagaimana tinjauan Figih Siyasah terhadap
dampak penerapan Presidential Threshold yang merugikan hak-hak
politik di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan

Presidential Threshold di Indonesia memberikan dampak negatif

10
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terhadap hak-hak partai politik di Indonesia yakni terbatasnya hak
konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu dalam hal
mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, terhalangnya hak untuk
mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden serta
timbulnya ketidakadilan di kalangan partai politik.)” Penerapan
Presidential Threshold bila dikaitkan dengan siyasah berkaitan dengan
siyasah dusturiyah khususnya pada Al Sulthah Al-Tanfidziyah, fokusnya
pada penerapan Presidential Threshold tidaklah seutuhnya mencapai
kemaslahatan umat, dan tidak sejalan dengan salah satu kaidah figih, serta
tidak sejalan dengan hakikat keadilan dalam Islam (Al-Musawat).

Dalam Penelitian Dwi Wahyu Nugroho dengan judul “Analisis
Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden di Indoensia Terhadap Inklusivitas Politik dan
Representasi Demokratis” dari jurnal Proceedings Series on Social
Sciences & Humanities, membahas sistem presidential threshold
memengaruhi partisipasi politik masyarakat, keberagaman calon presiden
dan wakil presiden, serta representasi kepentingan masyarakat dalam
proses politik nasional khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden
di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki
dampak yang signifikan terhadap kedua aspek tersebut. Meskipun

tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang

17 Prastika Mayangsari, “Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Hak-Hak
Partai Politik di Indonesia dalam Perspektif Figh Siyasah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan
Kasim Riau (2022), him. 90.
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memiliki dukungan cukup luas yang dapat mencalonkan diri, sistem ini
juga dapat membatasi akses bagi kandidat independen atau dari partai
kecil. Hal ini dapat mengurangi inklusivitas politik dengan membatasi
variasi opsi bagi pemilih dan membatasi akses bagi beragam kelompok
masyarakat. Selain itu, sistem ini juga dapat mempengaruhi representasi
demokratis dengan menekan suara bagi kandidat minoritas atau yang
mewakili kepentingan tertentu. Dampak dari presidential threshold
terhadap kandidat dan partai politik mencakup meningkatnya
hambatan masuk bagi kandidat independen atau partai Kkecil,
berkurangnya keberagaman dan pluralisme, pemaksaan pembentukan
koalisi besar, berkurangnya keterwakilan yang efektif.'®

Dalam Penelitiannya Ari Ariyadi dengan judul “Politik Hukum
Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik”, dari
Jurnal Kewarganegaraan. Penelitian ini membahas bagaimana politik
hukum presidential threshold terhadap hak partai politik dan
implikasinya terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia. Hasil
penelitian menunjukkan dalam implementasinya sistem presidential
threshold menuntut partai politik atau koalisi partai untuk memperoleh
dukungan yang signifikan dari pemilih pada pemilu legislatif sebelum
dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka

hal ini sering kali berimplikasi dan memaksa partai-partai kecil untuk

8 Dwi Wahyu Nugroho, “Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi
Demokratis,” Proceeding Series on Social Sciences & Humanities, Vol, 17 (Juli 2024), him. 217.



berkoalisi dengan partai-partai besar demi mencapai ambang batas yang
ditentukan. Meskipun presidential threshold dirancang untuk
menyederhanakan proses pencalonan, namun aturan tersebut justru
membatasi hak konstitusional warga negara, terutama bagi partai-partai
politik kecil atau independen yang sulit mencapai ambang batas.*®
Dalam penelitiannya Muhammad Aziim dan Kosariza dengan
judul “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential
Threshold) dalam Pemilihan Presiden” dari Limbago: Journal of
Constitutional Law. Penelitian ini membahas analisis penerapan ambang
batas perolehan suara (presidential threshold) dalam pemilihan umum
Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan juga dalam penelitian ini
mengkritisi ambang batas perolehan suara (presidential threshold) yang
ideal diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan presidential threshold menyebabkan semua partai politik yang
menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil
Presiden karena harus memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Nomor7 Tahun
2017. Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan di Indonesia
yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan
Pasal 222 UU Nomor7 Tahun 2017. Persyaratan untuk mengajukan calon

pasangan Presiden dan Wakil Presiden harus mencakup pengurangan

13

19 Ari Ariyadi, “Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai

Politik” Jurnal Kewarganegaraan, Vol, 8:1 (Juni2024), him. 1069.



14

perolehan kursi sebelumnya serta adanya tiga hingga empat calon untuk
posisi tersebut dengan menurunkan ambang batas. Hal ini sejalan dengan
amanat konstitusi, di mana Indonesia memerlukan mayoritas mutlak agar
Presiden dapat dianggap sebagai milik bersama, bukan hanya milik
kelompok tertentu. Dengan demikian, hal ini secara otomatis akan
memperkuat legitimasi, sehingga kebijakan politik dan langkah-langkah
yang diambil tidak menimbulkan masalah.?°

Dalam penelitiannya Udiyo Basuki dengan judul “Parpol, Pemilu
dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum
di Indonesia Perspektif = Demokrasi” dari jurnal Kosmik Hukum,
membahas Partai Politik, Pemilihan Umum dan Lembaga Perwakilan
dalam kacamata Demokrasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
Demokrasi adalah kerangka sosial dan politik dari suatu masyarakat yang
didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesamaan. Hal ini dikarenakan
demokrasi itu sendiri didasarkan pada falsafah bahwa manusia adalah
makhluk yang bebas dan sederajat dengan manusia lainnya. Manusia
adalah makhluk yang bebas, dalam arti tidak diciptakan sebagai robot
yang sumber kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh kekuatan di luar

dirinya.?

2 Muhammad Aziim, “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential
Threshold) Dalam Pemilihan Presiden," Limbago: Journal of Contitutional Law, Vol. 2 No. 2,
him. 165.

21 Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem
Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 20, No. 2
(2020), him. 82-95.



Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota
lembaga perwakilan, yang di dalamnya berisi kegiatan partai-partai
politik adalah salah satu kriteria demokrasi. Pemilihan umum dianggap
sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan
ketatanegaraan yang demokratis dan merupakan motor penggerak
mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam konteks Indonesia, dengan
pemilihan umum inilah pengisian badan-badan atau organ-organ negara
dimulai, baik organ negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat,
maupun organ negara yang melaksanakan pemerintahan.

Bagi partai politik, tujuan pemilihan umum adalah untuk
memperoleh dukungan sebanyak mungkin suara rakyat sehingga
diharapkan dapat merebut dan/atau mempertahankan kedudukannya
dalam sistem pemerintahan negara secara konstitusional. Bagi warga
negara (rakyat), tujuan pemilihan umum selain untuk memilih wakil
rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan maupun pemimpin negara
(pemerintahan) adalah juga dipergunakan sebagai sarana untuk
melakukan evaluasi terhadap kebijakan negara dalam melaksanakan
kehendak rakyat dalam kurun waktu tertentu. Sehingga, negara akan
selalu dapat didesak untuk mempertanggungjawabkan segenap
kebijakannya kepada rakyat. Negara dibuat menjadi accountable
terhadap rakyat.

Karenanya pemilihan umum secara berkala harus dilaksanakan.

Dalam perkembangannya kemudian tentu muncul berbagai usul

15



perbaikan berdasarkan rekam jejak penyelenggaraannya. Dalam
demokrasi Indonesia pemilihan umum telah dilangsungkan dengan
berbagai dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut menimbulkan
berbagai reaksi dalam masyarakat. Beberapa di antaranya yang
merupakan topik hangat setiap periode pemilu adalah usulan
pembenahan, yaitu perubahan dan perbaikan sistem pemilihan umum
baik dari sisi regulasi, penyelenggaraan, sampai kepada mekanisme
penyelesaian sengketa.

Menurut penulis perbedaan yang signifikan dari penelitian-
penelitian yang telah dilakukan tersebut terletak pada fokus penelitian
yang dilakukan, yang mana pada penelitian ini penulis menjadikan hak-
hak partai politik dan pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024
menjadi batasan dan fokus penelitian yang dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian skripsi, kerangka teori memiliki peran yang
sangat penting sebagai pondasi yang menopang keseluruhan isi.
Kerangka ini menyajikan struktur konseptual yang mengarahkan
penelitian, memastikan bahwa kajian telah berpijak pada basis
pengetahuan dan teori yang tepat. Elemen-elemen teori mencakup
berbagai konsep, teori, dan model yang berkaitan erat dengan pokok
permasalahan yang diteliti, yang mana kompenen-kompenen ini
berfungsi untuk menerangkan, memperkirakan, dan memahami

fenomena yang menjadi fokus penelitian.
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Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-
variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu
pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan
oleh variabel-variabel itu dalam suatu teori menjelaskan fenomena, yang
berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan
penelitian.??

Teori merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dinamis dan
terorganisir yang berfungsi sebagai alat untuk memahami, menjelaskan,
dan memprediksi fenomena atau realitas yang terjadi di masyarakat. Teori
bukan sekedar kumpulan fakta atau data, melainkan suatu kerangka
konseptual yang dibangun berdasarkan hasil pengamatan, analisis, dan
sintesis dari berbagai fenomena yang ada. Teori memiliki peran penting
dalam penelitian ilmiah karena dapat memberikan arah dan fokus pada
aspek-aspek yang relevan dalam suatu fenomena yang sedang diteliti.
Teori yang baik harus memiliki kemampuan untuk diuji secara empiris,
dapat diverifikasi atau difalsifikasi, serta memiliki daya prediktif terhadap
fenomena yang relevan.

Dengan demikian, teori tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis,
tetapi juga sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial. %

Di dalam penelitian ini, teori yang dianggap paling tepat oleh

22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), him. 43.
Zbid., him. 43.
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penulis untuk menjelaskan dan memahami realitas hukum yang sedang
dikaji adalah teori demokrasi, teori negara hukum dan teori keadilan.
Berikut ini penjelasan dari teori-teori tersebut:
1. Teori Keadilan
Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf
terkemuka asal Amerika, menekankan pada konsep “keadilan sebagai
kesetaraan” atau “justice as fairness.” Dalam bukunya yang berjudul A
Theory of Justice, Rawls berargumen bahwa keadilan harus dipahami
sebagai prinsip yang menjamin hak dan kebebasan dasar bagi setiap
individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.
la mengemukakan dua prinsip utama dalam teorinya: pertama, setiap
individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang seluas-
luasnya, yang sejalan dengan kebebasan yang sama bagi orang lain,
prinsip ini mencakup kebebasan untuk turut berperan dalam kehidupan
berpolitik termasuklah di dalamnya hak untuk bersuara dan hak untuk
mencalonkan diri dalam pemilihan.?* Kedua, ketidaksetaraan sosial dan
ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar
bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Konsep
ini dijelaskan melalui gagasan “posisi awal” dan “tirai ketidaktahuan,”
di mana individu yang rasional akan memilih prinsip-prinsip keadilan

tanpa mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Dengan demikian,

24 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal Tapis, Vol, 9:2 (Juli-
Desember 2013), him. 35.



teori keadilan Rawls menekankan pentingnya membangun struktur
sosial yang adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan
yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat tujuh kriteria yang perlu
dipenuhi untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Salah
satu kriteria tersebut adalah kepastian hukum yang dirumuskan
berdasarkan prinsip pemilu demokratis. Selain itu, pemilu juga harus
melibatkan persaingan yang bebas dan adil di antara para kontestan,
serta menjamin kesetaraan di antara warga negara dalam konteks
pemilu. Kriteria-kriteria ini secara tidak langsung menjelaskan pemilu
dari sudut pandang regulasi dan menyinggung adanya kesetaraan
antar warga negara serta persaingan yang adil dan bebas. Kesetaraan
yang dimaksud mencakup hak yang sama dalam pengajuan calon
Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, persaingan yang bebas
dan adil menekankan bahwa pengusungan calon Presiden dan Wakil
Presiden harus dimulai dari titik awal yang setara, tanpa adanya
batasan yang menghalangi.

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu keharusan. Keberadaan negara dan
hukum berkaitan erat dengan keberadaan manusia. Tanpa manusia,
tidak akan ada negara, dan tanpa negara, tidak akan ada hukum. Oleh
karena itu, negara hukum telah menjadi suatu konsepsi ideal dan

aspirasi global. Secara historis, pemikiran mengenai konsep negara
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hukum terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah.

Pada awal abad ke-19, muncul pemikiran mengenai
pembatasan kekuasaan melalui penyusunan sebuah konstitusi, yang
dikenal sebagai konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini kemudian
melahirkan konsep negara hukum rechtsstaat (dari para ahli hukum
Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl)
serta rule of law (dari para ahli hukum Anglo-Saxon seperti A.V.
Dicey). Pada masa itu, negara hukum berfungsi sebatas melindungi
warganya, yang sering disebut sebagai negara hukum formal atau
negara penjaga malam (nachtwachterstaat).?

A.V. Dicey, dalam karyanya yang berjudul “Introduction to
The Study of The Law of The Constitution” (1897), mengemukakan
tiga unsur utama yang membentuk konsep negara hukum atau Rule of
Law. Pertama adalah supremasi hukum (supremacy of law), yang
menegaskan bahwa hukum harus berlaku secara adil dan konsisten
tanpa terkecuali, sehingga tidak ada individu atau entitas yang berada
di atas hukum. Kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang
berarti setiap orang, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau
kekuasaan, memiliki hak yang sama dalam proses hukum dan
perlindungan hukum. Ketiga, konstitusi yang berdasarkan hak asasi

manusia, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hak asasi

%5 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama

Media,1999), him. 22-24.
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manusia harus diakui dan dilindungi oleh konstitusi, sehingga
menjamin kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan
demikian, ketiga unsur ini menjadi fondasi penting dalam
membangun dan mempertahankan sistem hukum yang adil dan
demokratis.

Pada pertengahan abad ke-20, konsep negara hukum formal
mulai mengalami perubahan, karena masyarakat pada saat itu tidak
lagi menginginkan pandangan tersebut. Hal ini memicu reaksi dan
lahirnya pemikiran-pemikiran baru mengenai sistem yang tidak hanya
melihat negara sebagai alat kekuasaan (instrument of power), tetapi
juga sebagai lembaga yang memberikan pelayanan (agency of
service). Dalam konteks ini, negara diharapkan untuk aktif dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu,
muncul konsep welvaarsaat atau welfare state (negara kesejahteraan)
yang juga dikenal sebagai “negara hukum materiil” (negara hukum
modern). Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern
merupakan kombinasi antara prinsip negara hukum dan negara
kesejahteraan. Dalam kerangka ini, tugas negara atau pemerintah
tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan Kketertiban
masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan
keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran yang sebesar-

besarnya bagi rakyat.?®
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Dalam konteks negara hukum, hukum berfungsi sebagai
pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, yang
menegaskan bahwa semua aspek penyelenggaraan negara harus
berlandaskan hukum dan sesuai dengan prinsip rule of law, bukan
berdasarkan kehendak individu belaka. Dalam pemahaman negara
hukum seperti ini, penting untuk memastikan bahwa hukum dibangun
dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada
dasarnya, supremasi hukum dan kedaulatan hukum berasal dari
kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan hukum harus
mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena
itu, prinsip-prinsip negara hukum harus dirancang dan dikembangkan
dengan mempertimbangkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang
sering disebut sebagai democratische rechtsstaat. Dengan demikian,
negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai
pelindung hak-hak dan kebebasan individu.?’

3. Teori Demokrasi

Teori Demokrasi merupakan suatu kerangka pemikiran yang
menguraikan sistem pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi
berada di tangan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Konsep ini menitikberatkan pada aspek-aspek seperti keterlibatan

Press, 2007), him. 56

27 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekjen dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 69.



masyarakat, kebebasan individu, kesetaraan, serta jaminan atas hak-
hak pribadi warga negara.

Mengacu pada teori Jean Jacques Rousseau, demokrasi
dipandang sebagai tahap atau proses yang harus dilalui oleh suatu
negara untuk mencapai kesejahteraan. Pernyataan ini menunjukkan
bahwa demokrasi merupakan suatu pembelajaran bagi negara dalam
upaya mencapai perkembangan ketatanegaraan yang ideal. Namun,
Rousseau menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah sifat manusia.
Oleh karena itu, keberadaan demokrasi dalam suatu negara tidak
diukur dari tujuan akhir, melainkan dari tahapan yang ada. Proses
demokrasi akan berlangsung seiring dengan perkembangan zaman
dan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara.?

Berbagai pakar telah memberikan sumbangsih pemikiran
mereka terhadap teori ini. Robert A. Dahl, mengemukakan lima
kriteria demokrasi dan memperkenalkan konsep “polyarchy ”. Joseph
Schumpeter memandang demokrasi sebagai sebuah mekanisme untuk
mencapai keputusan politik melalui kompetisi meraih suara rakyat.
Giovani Sartori menekankan bahwa dalam demokrasi, kekuasaan
diperoleh melalui proses pemilihan yang kompetitif, bukan melalui
penunjukan diri sendiri. Alexis de Tocqueville mengaitkan demokrasi

dengan kesetaraan kondisi sosial, sementara David Held membagi

28 Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Cetakan Pertama,

(Jakarta: Visimedia, 2007), him. 113.
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teori demokrasi menjadi model langsung dan perwakilan.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan
berasal dari rakyat. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis
demokrasi: demokrasi langsung, yang berarti kedaulatan rakyat
dijalankan secara langsung, contohnya adalah pemilihan umum, dan
demokrasi tidak langsung, yang berarti kedaulatan rakyat
dilaksanakan melalui lembaga perwakilan.?°

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi
pemerintahan merupakan faktor yang sangat krusial. Di satu sisi,
sebuah pemerintahan harus dibentuk berdasarkan ketentuan hukum
dan konstitusi untuk dianggap memiliki legalitas. Di sisi lain,
pemerintahan tersebut juga harus legitimate, yang berarti selain legal,
ia juga harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Akan muncul
keraguan jika suatu pemerintahan mengklaim berasal dari rakyat dan
menyebut dirinya sebagai pemerintahan demokratis, padahal
pembentukannya tidak didasarkan pada hasil pemilihan umum.
Dengan kata lain, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku
berasal dari rakyat harus sesuai dengan hasil pemilihan umum, yang
merupakan ciri penting atau pilar utama dalam sistem demokrasi
modern. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara dapat

diukur dari bagaimana pemilu dilaksanakan. Dalam penelitian ini, hal

29 Unitasari, Yessyca,Sugiyanto dan Kayan Swastika, “Abdurrahman Wahid’s Thought
About Democracy 1974-2001,” Jurnal Historica, Vol.1, No.1. (2017), him. 85.
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ini berkaitan dengan praktik demokrasi langsung, seperti yang

tercermin dalam adanya Presidential Threshold, yang dapat

menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan di masa

yang akan datang.
F. Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan
tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah
pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk
menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan
sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah
yang dihadapi dalam melakukan penelitian.°

Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau

penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk
menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata
research yang berasal dari bahasa Inggris. Kata Research terdiri dari dua
kata yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research (penelitian) adalah
mencari kembali suatu pengetahuan. ** Dalam Kata lain penelitian adalah
upaya untuk menemukan suatu kebenaran.

Kebenaran dalam suatu disiplin ilmu dapat diungkap melalui metode

30 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Ul Pres, 1984), him. 10.

31 Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literatur
Media Publishing, 2015), him.4.



atau pendekatan yang diterapkan dalam penelitian. Metode penelitian
merujuk pada serangkaian prosedur atau langkah-langkah sistematis yang
digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, yang meliputi
pengidentifikasian masalah, analisis data, penarikan kesimpulan, dan
pencarian solusi.>? Oleh karena itu, untuk memudahkan pengarahan
metode penelitian dalam proposal ini, penulis akan menyajikan beberapa
aspek yang relevan dengan metode penelitian yang akan digunakan,
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
(normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji
secara kritis bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum
sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, buku, jurnal,
hasil-hasil penelitian, hasil karya ahli hukum, dan bahan-bahan
hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini
dibatasi pada penggunaan data sekunder atau bahan-bahan
kepustakaan saja, sehingga tidak menggunakan data primer atau data
empiris.

2. Pendekatan Penelitian

32 Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), him.15.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan
perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk
menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
tema penelitian, suppendekatan analisis konsep hukum (analytical &
conceptual approach) yang berfokus pada studi pandangan dan
doktrin yang berkembang dalam bidang hukum, pendekatan sejarah
(historical approach) yang melibatkan penelaahan latar belakang dan
perkembangan materi yang diteliti, pendekatan kasus (case approach)
diterapkan untuk mendalami lebih lanjut permasalahan yang sedang
diteliti. Semua metode pendekatan ini difokuskan pada pengkajian
terkait problematika pengaturan Presidential Threshold dan
dampaknya terhadap hak-hak partai politik, khususnya bagi partai
politik baru dan partai kecil, serta bagaimana hal ini memengaruhi
sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah terkait dengan bagaimana
implementasi  penerapan sistem Presidential Threshold dan
dampaknya terhadap hak-hak partai politik pada Pemilihan Umum
Presiden Indonesia 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data sekunder, yang
diperolen melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan

penelaahan berbagai literatur, artikel, dan sumber-sumber lain yang
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relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini terdiri dari
berbagai jenis referensi yang dapat memberikan wawasan dan
informasi yang mendalam, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat
karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintahan
dan berbentuk peraturan perundang-undangan dan Putusan
Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang
Pemiliham Umum Presiden dan Wakil Presiden.

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik.

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.

g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
XXI11/2024.

h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-
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XX11/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang
terdiri dari berbagai jenis literatur dan dokumen yang ditulis
oleh para pakar di bidang hukum. Ini mencakup buku-buku
teks yang menyajikan teori dan analisis hukum, jurnal-jurnal
hukum yang memuat penelitian dan kajian terkini, serta
pendapat dan pandangan dari para ahli di bidang hukum.
Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup artikel-
artikel hukum yang diterbitkan di berbagai media, serta
dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian
yang sedang dibahas. Sumber-sumber ini sangat penting
dalam memberikan konteks, pemahaman, dan perspektif yang
lebih luas mengenai isu-isu hukum yang dihadapi, serta
membantu peneliti dalam mengembangkan argumen dan
analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, bahan
hukum sekunder berfungsi sebagai alat bantu yang esensial
dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang
mencakup studi pustaka serta analisis terhadap peraturan perundang-
undangan yang relevan untuk mengumpulkan bahan hukum yang
berupa literatur dan referensi yang ada, yang kemudian akan dibaca

dan diteliti secara mendalam. Dengan cara ini, peneliti dapat
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memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik
yang diteliti. Proses telaah yang cermat terhadap sumber-sumber
tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan
relevan, serta memberikan wawasan yang lebih baik mengenai data-
data yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data
kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah data yang sulit diukur
dengan angka atau ukuran yang bersifat eksak.3® Data ini didapatkan
dari pernyataan responden secara lisan atau tulisan. Dengan demikian
penulis mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan
kesimpulan yang dapat menerangkan bagaimana dampak penerapan
Presidential Threshold yang merugikan hak-hak partai politik pada
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab,
setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika
pembahasannya yaitu:
Bab pertama, merupakan bab yang terdiri dari pendahuluan yang
memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

33 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Ul Pres, 1984), him. 10.



sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi penjelasan lebih mendalam
terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori
Keadilan, Teori Negara Hukum, dan Teori Demokrasi.

Bab ketiga, membahas tinjauan umum Presidential Threshold
dalam pemilihan umum, sejarah pemilihan umum Presiden di Indonesia
dan konsep Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan di
Indonesia meliputi pengertian ambang batas, sejarah pertama kali sistem
Presidential Threshold diterapkan di Indonesia, penerapan sistem
Presidential Threshold pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia. Serta membahas terkait partai politik meliputi pengertian
partai politik, hak partai politik, hak partai politik sebagai peserta
pemilihan umum.

Bab keempat, berisi analisis hasil kajian berupa analisis dampak
penerapan sistem Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden
2024 terhadap hak-hak partai politik di Indonesia. Juga memuat jawaban
dari rumusan masalah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi,
dan memuat daftar pustaka sebagai informasi rujukan sumber data yang

digunakan.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi di atas, yang berjudul Analisis Dampak

PSistem Presidensial Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik Dalam

Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024 maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1.

Pengaturan Presidential Threshold pada pelaksanaan pemilihan umum
presiden tahun 2024 mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diikuti 24 partai politik
yang terdaftar. Dari 24 partai politik yang terdaftar sebagai peserta
pemilihan umum hanya terdapat 9 partai politik yang memiliki kursi di
parlemen atau DPR dan memiliki potensi untuk mengusulkan pasangan
calon presiden dan wakil presiden dengan memenuhi threshold 20% jumlah
kursi DPR atau 25% suara sah nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 222.
Pengaturan Presidensial Threshold di Indonesia telah memberikan dampak
yang signifikan, yakni dapat membatasi pluralisme politik, yaitu keragaman
pandangan dan partai dalam arena politik. Dengan menyulitkan partai-partai
kecil untuk mencalonkan kandidat, kebijakan ini menyebabkan dominasi
oleh partai-partai besar. Hal ini mengurangi kesempatan bagi suara-suara
minoritas dan alternatif untuk terdengar, sehingga mempersempit spektrum

politik yang terwakili dalam pemilihan presiden. memengaruhi kemampuan
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sistem politik untuk memberikan representasi yang adil dan merata,
Terjadinya tukar menukar kepentingan (politik transaksional), kebijakan
ambang batas presiden dikhawatirkan dapat menyebabkan resesi demokrasi,
Salah satu dampak paling signifikan dari penerapan presidential threshold
atau ambang batas pencalonan presiden adalah pengaruhnya terhadap
partai-partai kecil dan baru, terbatasnya hak konstitusional partai politik
sebagai peserta pemilu dalam hal mengusulkan calon Presiden dan Wakil
Presiden, terhalangnya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden
dan Wakil Presiden dan timbulnya ketidakadilan di kalangan partai politik,
dapat dilihat dari terdapat lima belas partai politik yang tidak dapat
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan
umum tahun 2024. Hal demikian memaksa partai-partai kecil untuk
berkolaborasi dengan partai yang lebih besar atau membentuk koalisi, yang
dapat mengakibatkan homogenisasi ideologi dan penurunan keragaman
politik. Selain itu, ini juga dapat menghambat pertumbuhan dan pengaruh
partai-partai baru dalam arena politik nasional. Secara konstitusional
berlakunya sistem Presidential Threshold membatasi hak demokrasi setiap
individu, dengan alasan bahwa berlakunya sistem tersebut tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip di dalam UUD NRI 1945 yaitu prinsip persamaan
dan kebebasan.

B. Saran

Berikut dijabarkan saran yang bersifat membangun ditujukan kepada pihak

yang terkait adalah:
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Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Presiden dan DPR
untuk menjadikan Presidensial Threshold menjadi 0% dan membentuk
Lembaga pengawas partai politik yang fungsinya untuk menyeleksi partai
politik dalam hal memperhatikan ideologi partai politik dan memperhatikan
ideologi partai politik peserta pemilihan umum, hingga nantinya meskipun
ambang batas menjadi 0% tetap menciptakan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden yang berkualitas dan terverifikasi dengan baik.

Bagi kalangan yang merasakan dampak dari penerapan Presidensial
Threshold seperti Partai Politik atau individu yang merasa sangat dirugikan
senantiasa untuk meninjau kembali dan memberikan kritikan, serta

melakukan suatu pergerakan kepada pihak yang terkait.
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